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ABSTRAK
Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, peran dokter sangat diperlukan untuk melakukan upaya praktik kedokteran yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan penyakit. Praktik kedokteran ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Salah satu syarat bagi seorang dokter agar dapat melaksanakan praktik kedokteran adalah memiliki surat izin praktik. Apabila dokter melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang dokter yang melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta dan pembahasan mengenai surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber data peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli, kemudian dianalisis secara sistematis dan terarah untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui bahan kepustakaan yang berkaitan dengan aspek yuridis surat izin praktik dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
	Hasil penelitian ini adalah setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik. Apabila ada dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik maka sanksinya sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 4/PUU-V/2007 adalah ancaman denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sudah tidak berlaku lagi karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik (SIP) dan diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, tugas kenegaraan yang bersifat insidentil, memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu, maka untuk kegiatan-kegiatan tersebut tidak memerlukan surat izin praktik khusus di tempat tersebut, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan.
__________________________________________________________________

Kata kunci : surat izin, praktik kedokteran, sanksi
ABSTRACT

	Health is a very important aspect in human life, therefore everybody has the right to access health service. In heath service, doctors hold important duty to give medical practice in order to prevent and cure the disease, also rehabilitative purpose as well. Medical practice needs to be governed by the law which is Act Number 29 Year 2004 about Medical Practice. In order to be allowed practicing, a doctor must have doctor practice license. If a doctor gives medical practice without the license, then this is an offense to the law and punishable by the law. This research analyzes what kind of penalty that is punishable according to the law for a doctor that is doing medical practice without possessing practice license.
Research method that is used is descriptive analysis which is describing the facts and discussions about doctor practice license in medical practice. The approaching method is juridical normative which is a method using law sources, law theory, experts’ opinions and then analyzed systematically and integrally to achieve conclusion in order to answer the problems. The collection method is documents study which is consist of documents that are related to juridical aspect about doctor practice license in medical practice.
	The result of this research is all doctor must have practice license for doing medical practice. If a doctor does medical practice without the proper practice license, then the penalty according to Chapter 76 Act Number 29 Year 2004 about Medical Practice that have been reviewed by Constitutional Court with verdict number 4/PUU-V/2007 is penalty maximum Rp 100.000.000 (one hundred million rupiah). The imprison penalty for maximum 3 (three) years is no longer valid because it has been revoked by the Constitutional Court. Nevertheless a doctor or dentist that already possessed practice license and asked to give medical practice by a healthcare service, social activity, disaster relief service, official duty which are incidentally done, family health service, and for low economic community purpose then the aforementioned practices are exempted to be in possession of a specific doctor practice license in such places, but the practices must be reported to the local Health Department.
__________________________________________________________________
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